BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas tentang perlakuan akuntansi aset tetap
kendaraan bermotor pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kabupaten Rote Ndao, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao
belum sepenuhmya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
yang tertuang dalam PP 71 Tahun 2010 sebagai acuan dalam melakukan
penyusutan dan penilaian terhadap aset tetap kendaraan bermotor,
sehingga pada daftar aset tetap alat-alat angkutan berupa kendaraan
bermotor yang jumlah pada awalnya sebesar Rp. 324.571.000 setelah
melakukan penghapusan dan penyusutan jumlahnya menjadi sebesar Rp.
34.956.400.

2. Pada tahun 2017 terdapat tiga (3) kendaraan yang sudah tidak layak
digunakan lagi namun belum melakukan penghapusan, karena Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao belum
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam PP
71 tahun 2010 tentang perlakuan akuntansi.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka di sarankan agar perlakuan

akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
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Kabupaten Rote Ndao menjadi lebih baik berdasarkan PP 71 Tahun 2010

sebagai berikut :

1.

Diharapkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Rote Ndao melakukan penyusutan serta menghitung nilai buku terhadap
aset tetap kendaraan bermotor.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus segera melakukan
penghapusan terhadap kendaraan bermotor yang sudah tidak melakukan
nilai manfaat bagi kantor agar lebih efisien.

Kepada Kepala dan pegawai lainnya pada Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao yang mengunakan
fasilitas kantor wajib memelihara kendaraan bermotor agar dapat
menambah umur eknomis.

Pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Rote Ndao wajib menggunakan Standar Akntansi Pemerintah
(SAP) dalam mengelola keuangan daerah, sehingga keuangan daerah dapat
dipertanggung jawabkan dengan baik dan benar.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao
dapat mengalami keuntungan jika melakukan penghapusan terhadap
kendaraan bermotor yang sudah rusak berat dan dan sudah melampaui
umur ekonomis, dengan melakukan penghapusan maka dapat

berkurangnya biaya terhadap anggaran pemeliharaan kendaraan bermotor.
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